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WALIKOTA LANGSA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, 28, 32, 69, dan 71
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admintstrasi
Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Wilayah
Pemerintah Kota Langsa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 474.11127415J Tahun 2OA7 tentang Dispensasi Pelayanan
Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi.

bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3019);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun '1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah lst imewa Aceh (Lembaran Negara
Republ ik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,  Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3892);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Langsa Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perl indurrgan Anak
(Lembaran Negara Republik lndonesra Tahun 2042 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235),
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun2AA4 tentang Pemer intahan Daerah
(Lembanan Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4548);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan l-embaran Negara Nomor 4633)
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63.

Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4634 );
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrast

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 124,Iambahan Lembaran Negara Nomor 4674),

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
lndoneiia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4614\
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

tentang Jenis

2006 tentang

Menetapkan

Pasal  1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan .
1 Daerah adalah Kota Langsa;
2 Pemerintah Daerah Kota yang selanlutnya

penyelenggara pemerintahan daerah kota yang

!l

4
5

o .
Kota Langsa;

7 Perangkat Daerah Kota Langsa adalah
penyelenggaraan Pemer-intah Daerah yang
Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah,

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG DISPENSASI
PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM WILAYAH

PEMERINTAH KOTA LANGSA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Kota:
Walikota adalah Walikota Langsa:
Sekretar is  Daerah adalah Sekretar is  Daerah Kota Langsa'
Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipi l  dan Keluarga Berencana adalah Kantor Dinas Tenaga

Kerja, Catatan Sipi l  dan Keluarga Berencana Kota Langsa;
Keoala Dinas adalah Kepala Dinas Catatan Sipi l ,  Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana

disebut Pemerintah Kota adalah unsur
terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah

unsur pembantu Kepala Daerah dalam
terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan

Kelurahan,
B. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kota Langsa yang bertanggung jawab dan

berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;
g pencatatan Sipi l  adalah pencatatan perist iwa penting yang dialami oleh seseorang dalam

register Pencatatan Sipi l  pada Instansi Pelaksana;
10 pencatatan Kelahiran adalah pencatatan perist iwa kelahiran seseorang dalam register

pencatatan kelahiran;
11 bispensasi adalah pemberian kemudahan dalam proses pencatatan kelahiran, baik

kemudahan persyaratan maupun biaya administrati f ;
12 NIK yang selanlutnya d isebut  Nomor Induk Kependudukan adalah Nomor ldent i tas

Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipi l .  Tenaga Ker.1a dan Keluarga

Berencana Kota Langsa
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BAB II
PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 2

l. Tiap perist iwa kelahiran wajib di laporkan dan dicatat pada Instansi pelaksana yang daerah
tugasnya meliputi wilayah terjadinya perist iwa kelahiran, paling lambat 60 (enam puluh) hari
sejak kelahiran;

2. Pencatatan perist iwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan
memperhatikan :
a. Tempat domisi l i  ibunya bagi penduduk WNI;
b. Diluar tempat domisi l i  ibunya bagi penduduk WNI;
c. Tempat domisi l i  ibunya bagi penduduk orang asing (WNA);
d. Diluar tempat domisi l i  ibunya bagi penduduk orang asing f lruNA);
e. Orang Asing (WNA) pemegang izin kunjungan;
f. Yang t idak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 3

I Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (2) huruf a
dan huruf b meliputi :
a. Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
b. Kartu Keluarga orang tua;
c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua;
d. Akta Nikah orang tua.

2. Dalam hal pelaporan kelahiran t idak dapat menunjukkan Akta Nikah orang tua
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pencatatan kelahiran tetap di laksanakan
dengan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama,

3. Persyaratan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d,
dan huruf e meliputi :

a. Surat keterangn kelahiran dari dokterlbidan/penolong kelahiran,
b. Akta Nikah orang tua,
c. Kartu Keluarga dan KTP orang tua;
d. Surat keterangan tempat t inggal orang tua bagi pemegang izin t inggal terbatas;
e. Paspor bagi pemegang izin kunjungan

4. Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf f,
dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 4

Pencatatan kelahiran sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, di lakukan dengan tata cara .

a. Penduduk WNl, mengisi formulir pelaporan kelahiran dan F2.42 dengan menunjukkan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) kepada petugas registrasi di
Kantor Geuchik/Kepala Desa,

b. Formulir pelaporan kelahiran ditandatangani oleh pemohon dan Geuchik, kecuali  F2.02
yang hanya ditandatangani oleh Geuchik;

c. Semua berkas persyaratan tersebut dibawa ke instansi pelaksana oleh pemohon dengan
didampingi 2 (dua) orang saksi untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

d. Kepala Instansi pelaksana berkewajiban menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan
menyampaikan kepada pemohon.
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Pasal  5

pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b, di lakukan dengan

tata cara .

a. penduduk WNI mengisi formulir pelaporan kelahiran pada instansi pelaksana dengan

menyerahkan Surat Keterangan Kelahiran dari dokter I bidan i penolong kelahiran dan

menunjukkan KTP lbu dan BaPaknYa;
b. pemohon, sebelumnya berkewajiban melaporkan kepada instansi pelaksana di tempat

domis i l inya untuk mendapatkan NIK;
c. Instansi pelaksana mencatat laporan pemohon kedalam buku Register berdasarkan nomor

Urut dan nomor Akta;
d Instansi pelaksana menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran

Pasal 6

Pencatatan Kelahiran TePat Waktu

pencatatan kelahiran tepat waktu, yaitu usia sampai 60 (enam puluh) hari diterbitkan Kutipan

Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya.

Pasal  7

Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

Bagi penduduk WNI yang usianya telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari

diberikan dispensasi dalam pelayanan akta kelahiran sampai dengan batas waktu

dispensasi tersebut dalam Peraturan tnt;
Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan

dengan persetuluan kepala instansi pelaksana dan belum memerlukan penetapan

Pengadi lan Neger i ;
Rerjetuluan kepala instansi pelaksana diberikan hanya kepada penduduk WNI yang

berusia 61(Enam Puluh Satu) hari sampai dangan satu tahun dan penetapan Pengadilan

Negeri berlaku untuk penduduk yang berusia satu tahun keatas,
Dijpensasi pelayanan Akta Kelahiran, pencatatannya harus tetap di lengkapi dengan

persyaratan teknis untuk pencatatan kelahiran, sebagaimana tersebut dalam pasal 3. pasal

4.  dan pasal  5 .

BAB I I I

PEMBETULAN AKTA KELAHIRAN

Pasal  8

pembetulan Akta Kelahiran di lakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipi l  pada instanst

pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran,

pembetulan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kesalahan tui is

redaksional mengacu Pada
a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta
b. Kutipan Akta dimana terdapat kesalahan tul is redaksional

pejabat pencatatan siptl  menarik serta mencabut Akta Kelahiran yang terdapat kesalahan

redaksional  dar i  Pemohon:

pelabat pencatatan sipi l  membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran yang dicatat

mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Kelahiran.
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BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Setiap Geuchik diwajibkan untuk menyampaikan data kependudukan dan perist iwa penting lain
kepada instansi pelaksana secara berkala.

Pasal  10

Pemberlakuan dispensasi pelayanan kelahiran hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak berlakunya
peraturan ini.

Pasal  11

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran, perlu upaya
sosialisasi pencatatan kelahiran secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak terkait serta
tokoh Agama dan tokoh Masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal  13

Peraturan ini nrulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan ini dengan
Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Langsa
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N. SEKRET DAERAH KOTA LANGSA.
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Diundangkan d i

pada tanggal

Langsa
2 6  M e i

20 Jumadi lAwal

TA LANGSA

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2OO8 NOMOR 8


